TANGGUNGJAWAB PENJAMIN – AVALIST
ATAS UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI

Kasus Posisi:

· Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SUMUT) pada November 1991 memberikan pinjaman/kredit sebesar Rp. 75.000.000,- dengan bunga 2,5% perbulan, dalam jangka waktu 12 bulan jatuh tempo Desember 1992 kepada Debitur : PT. TWIN JAYA STEEL (PT. TJS), yang berkedudukan di Medan, yang diwakili oleh Direktur Utama : Hanafi, dan Komisaris Utama : Siti Aminah;

· Pinjaman/kredit dari BPD SUMUT kepada PT. TJS tersebut diatas, dijamin oleh Faisal Oloan Nasution, SH dan Kushandiningsih Susilowati (suami-istri) sebagai penjamin (avalist) dengan membuat Surat Pernyataan Penyerahan Tanah/Melepaskan Hak atas Tanahnya +/- 16.925 m2 Surat No. 34/Leg/XII/1991;
· Pinjaman/kredit dari BPD SUMUT kepada PT. TJS tersebut diatas dituangkan dalam dokumen berupa :

1. P.M.K No. 506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991;

2. Grosse Akta Pengakuan Utang dengan Pemberian Jaminan No. 10 tanggal 3 Desember 1991 yang berkepala : “Demi Keadilan dst … dst … dst” yang dibuat dihadapan Notaris di Medan, Alina Hanum, SH;

3. Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tanggal 26 Oktober 1991, dilegalisir Camat Medan, No. 926/Leg/X/1991 dan No. 34/Leg/XI/1991 Tanah a.n. Faisal O. Nasution, SH.

· Debitur telah membuka “Rekening Koran” pada BPD SUMUT AC.13.798.

· Pinjaman/kredit ini kemudian mengalami kemacetan dalam pengembaliannya. Debitur PT. TJS dengan Dir.Ut : Hanafi, dan Kom.Ut : Siti Aminah tidak mempu membayar kembali Kredit tersebut kepada kreditur BPD SUMUT pada waktu jatuh tempo : Desember 1992;

· Kreditur telah mensomir Debitur untuk membayar utangnya. Peringatan I (Juli 1992) Peringatan II (Januari 1995), dan Peringatan III (Februari 1997 namun Debitur belum juga membayar utangnya kepada kreditur;
· Posisi utang PT. TJS sampai 31 Desember 1997 menurut catatan BPD SUMUT adalah sebagai berikut:

- Baki Debet






Rp.   86.946.363,24

- Tunggakan bunga dari Juli 1992 sampai 31 Des 1997
Rp. 132.209.190,84
Jumlah







Rp. 219.155.554,08

· Karena debitur belum juga membayar utangnya, maka Kreditur (BPD SUMUT) mengajukan gugatan ke PN Medan terhadap:
1. PT. Twin Jaya Steel, sebagai Tergugat I;

2. Hanafi, untuk diri sendiri dan sebagai Direktur Utama sebagai Tergugat II;

3. Siti Aminah bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Komisaris Utama PT. TJS sebagai Tergugat II;

4. Faisal Oloan Nasution dan Kushandiningsih (Suami-Istri) sebagai Tergugat IV;

· Tuntutan atau petitum dalam surat gugatan yang dimaksud diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;

2. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat, yang tidak membayar/melunasi utangnya kepada Penggugat adakah merupakan “Perbuatan Cidera Janji” atau wanprestasi;
4. Menyatakan sah bahwa tergugat-tergugat telah berutang jepada Penggugat (BPD SUMUT) berdasar:

· PMK No. 506/CU/KRK/1991 tanggal 25 November 1991;

· Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 10 tanggal 3 Desember 1991, berkepala Demi keadilan dst … dst…dst; yang dibuat di hadapan Notaris di Medan, Alena Hanum, SH;

5. Menghukum para Tergugat membauyar utangnya kepada Pengugat dengan seketika sebesar Rp. 219.155.554,08 ditambah bunga 2,5% yang sedang berjalan setiap bulan dari Januari 1998 sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meski ada verzet – banding – kasasi;

7. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara.

PENGADILAN NEGERI

· Dalam persidangan di PN Medan, pihak Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi bahwa gugatan ini belum sempurna karena Amir Syarief yang memiliki 20% saham tidak ditarik sebagai tergugat;
· Jawaban terhadap pokok perkara, pihak tergugat I, II, III menyatakan bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Debitur (Tergugat) baru sebesar Rp. 40 juta, bukan sebesar Rp. 70 juta. Hal ini tidak sesuai dengan P.M.K, sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan usahanya secara meksimal sesuai dengan yang direncanakan, akibatnya Debitur tidak dapat mengembalikan utangnya tersebut, karena mengalami kerugian;
· Pihak Tergugat IV (Penjamin/Avalist) memberikan jaminan sebagai berikut:

· Penggugat memberi kredit/pinjaman kepada tergugat (PT. TJS) yang diwakili Dir.Ut & Kom.Ut (tergugat II & III) sedangkan terggugat IV sebagai penjamin;

· Bahwa PT. TJS (Tergugat I) sejak didirikan 9 Desember 1985 sampai dengan diberikan kredit di PMK No. 506/Cu/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 ternyata belum disahkan sebagai Badan Hukum oleh Departemen Kehakiman; sehingga tanggung jawab hutang terletak pada Tergugat II dan III;
· Tergugat IV memberikan jaminan sebagai Penjamin kepada Tergugat I (PT. TJS) dan bukan kepada Tergugat II dan III;

· Atas jawaban tersebut diatas, Tergugat IV (Penjamin) mohon kepada PN agar gugatan Penggugat ditolak;

· Selanjutnya Tergugat IV (Penjamin) mengajukan Gugatan Rekonpensi yang menuntut agar PN memberi putusan:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi;

2. Menyatakan PT. TJS, bukan sebagai Badan Hukum karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman;

3. Menyatakan utang/kredit pada PMK No. 506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Grosse AKta Pengakuan Hutang … dst … dst. No. 10 tanggal 3 Desember 1991 bukan merupakan utang/kredit dari Tergugat I;

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi – Tergugat Asal IV konpensi tidak turut bertanggungjawab atas pelunasan utang/kredit di PNK No. 506/CU/KRK/1991 tanggal 25 Nopember 1991 jo Grosse Akta Notaris Pengakuan Utang dengan pemberian jaminan No. 10 tanggal 3 Desember 1991;
5. Menyatakan Penyerahan Tanah 16.925 m2 di Kec. Medan Helvitia, Kel. Helvitia Timur, dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah 27 Nopember 1991 … dst … dst sebagai Jaminan atas pelunasan kredit Tergugat I kompensi (PT. TJS) tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 3 Desember 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi Surat-surat pernyataan Melepaskan Hak Tanah dst … dst;

· Majelis Hakim Pertama setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut:
· Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dengan alasan bahwa Penggugat mempunyai wewenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, dalam persidangan Pengadilan sehingga gugatan dapat dilanjutkan;

· Mengenai materi pokok perkara (konpensi); Majelis berpendapat, bahwa dari bukti T.IV.2 PMK dan Grosse Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan, terbukti bahwa Tergugat II dan Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, ic PT. TJS dalam menerima kredit dari Penggugat BPD SUMUT sedangkan Tergugat IV hanya bertindak sebagai Penjamin/avalist dari Tergugat I (PT. TJS);

· PT. TJS sejak didirikan sebagai Badan Hukum PT dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 19 Desember 1985 oleh Notaris Medan Agoes Salim, sampai dengan peminjaman kredit di BPD SUMUT tahun 1991 – PT. TJS masih belum merupakan Badan Hukum, karena selama itu, belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI;

· Dari bukti P.6 dan P.7 terbukti bahwa Tergugat II dan III menerima pinjaman uang dari Penggugat yang tidak dilunasi oleh Tergugat II dan III, hal ini merupakan “Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi)”;

· Dari bukti T.IV.1 dan 2 ternyata Tergugat IV memberikan jaminan kepada Tergugat I (PT. TJS) yang saat itu belum merupakan “Badan Hukum”;

· Karena itu semua surat-surat Tergugat IV untuk jaminan utangnya Tergugat I harus dikembalikan kepada Tergugat IV, karena hanya sebagai “avalist”, terhadap PT. TJS (Tergugat II) , dan bukan terhadap pinjaman Tergugat II dan III;

· Sita jaminan dapat dikabulkan sepanjang, sebagai jaminan atas utangnya Tergugat II – III adalah cukup beralasan dan dapat dikabulkan sepanjang mengenai harta Tergugat II dan III;

· Mengenai gugatan rekonpensi, pihak Tergugat rekonpensi tidak memberikan tanggapannya, maka Penggugat Rekonpensi tidak perlu membuktikan gugatan rekonpensinya;
· Majelis hakim berpendapat, cukup menunjuk pada pertimbangan dalam konpensi dan dianggap sudah dipertimbangkan dalam gugatan rekonpensi ini;

· Berdasar atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim pertama memberi putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konpensi:

Tentang Eksepsi: Menolak Eksepsi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

· Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

· Menyatakan “sita penyesuaian” 12 Juni 1998 sah dan berharga;

· Menyatakan demi hukum, Perbuatan Tergugat II dan III, yang tidak membayar lunas utangnya kepada Penggugat adalah : Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi);

· Menghukum Tergugat II dan III membayar utangnya kepada Penggugat (BPD SUMUT) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 219.155.554,08 - plus bunga 2,5%;

· Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

· Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat IV Konpensi sebagian;

· Menyatakan Tergugat I Konpensi (PT. TJS) bukan sebagai Badan Hukum … dst … dst;

· Menyatakan hutang/kredit PMK No. 506/CU/KRK/1991 jo Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Jaminan No. 10 Desember 1991 adalah bukan merupakan hutang/kreditnya Tergugat I Konpensi (PT. TJS);
· Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak bertanggung jawab atas penlunasan kredit PMK No. 506 tahun 1991 dan Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 10 tanggal 3 Desember 1991;

· Menyatakan Penyerahan Tanah 16.925 m2 di Kodya Medan, Kec. Medan Helvitia, dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah tanggl 27 Nopember 1991 … dst … dst; sebagai jaminan pelunasan utang/kredit Tergugat I Konpensi (PT. TJS) tidak mempunyai kekuatan hukum;

· Menghukum Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) supaya menyerahkan kepadap Penggugat Rekonpensi (Tergugat IV Konpensi) surat-surat berupa : Surat Penyataan Melepaskan Hak atas Tanah tangal 27 Nopember 1991 dst … dst…;
· Membebankan biaya perkara …

PENGADILAN TINGGI TUN

· Penggugat, Bank, BPD SMUT menolak putusan PN tersebut dan mengajukan banding ke PengadilanTinggi SUMUT;

· Majelis Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini, dalam putusannya mempertimbangkan bahwa Hakim Banding, tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Negeri, tidak sependapat dengan pertimbangannya PN tentang jumlah utang Tergugat;

· Sesuai dengan bukti Penggugat, posisi utang Tergugatbaki debet Rp. 86.946.363,24,-. Tidak ada perpanjangan kredit kepada Tergugat, sehingga Tergugat I hanya bertanggungjawab selama 12 bulan (P.1);
· Sesuai dengan S.K. Menyteri Keuangan Ri No. 293/KMK.09/1993, tentang PUPN Pasal 9.a. butir 2, disebutkan “Penetapan besarnya piutang Negara Perbankan” … dst …dst;

Bahwa jangka waktu yang dapat dipertimbangkan untuk pembebanan bunga, denda dan beban lain, paling lama 21 bulan sejak piutang tersebut dikategorikan : diragukan;

Karena itu, menurut PT jumlah utang yang harus dibayar Tergugat yaitu : Rpo. 86.946.363 ditambah bunga 21 bulan sejak Desember 1992 yaitu Rp. 141.722.481,- (bunga selama 21 bulan yang dianggap sesuai dengan kepatutan 3% perbulan);

· Dengan pertimbangan diatas, putusan PN tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan PT akan mengadili sendiri perkara ini;

· Dalam gugatan rekonpensi, karena Tergugat mengakui adanya pinjaman dimana Tergugat IV mengakui juga sebagai Penjamin (avialist), maka Tergugat IV tetap bertanggungjawab sampai pinjaman dilunasi oleh Tergugat;

· Akhirnya Majelis PT memberi putusan yang amar pokoknya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

· Menerima permohonan banding dari Pembanding;

· Membatalkan putusan PN Medan No. 35/Pdt.G/1998 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensi:

· Dalam eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

· Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

· Menyatakan sah dan berharga sita penyesuaian ytanggal 12 Juni 1998 … dst …dst;

· Menyatakan Perbuatan Tergugat II, III dan IV adalah wanprestasi;

· Menghukum Tergugat II, III dan IV membayar kepada Penggugat sebaganyak Rp. 86.946.363,- secara tanggung renteng ditambah bunga 3% sejak jatuh tempo 21 bulan Rp. 25.800.000,-  sehingga menjadi Rp. 141.722.481,- secara tunai dan sekaligus;
· Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

· Menolak gugatan rekonpensi seluruhnya;

· Biaya perkara … dst … dst.

MAHKAMAH AGUNG

· Tergugat IV, Faisal Oloan Nasution, SH dan Ny. Kushandiningsih Susilowati, menolak putusan PT SUMUT di Medan tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan dalam Memori Kasasi;

· Majelis MA yang mengadili perkara ini didalam putusannya menilai bahwa putusan Judex Facti – PT salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara tersebut sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis MA akan mengadili sendiri perkara ini;

· Pendirian Majelis MA tersbeut didasari oleh pertimbangan hukum yang pada intisarinya sebagai berikut:

· bahwa pemohon kasasi, semula Tergugat IV hanya bertindak selaku Penjamin avalist hutangnya Tergugat I; sedangkan Tergugat selaku Penjamin avalist hutangnya Tergugat I; sedangkan Tergugat I, PT. TJS belum menjadi BADAN HUKUM, karenanya Tergugat I masih belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum secara pribadi adalah Tergugat II dan III selaku persoonlijke persoon yang bertindak a.n. Tergugat I, dalam kedudukannya secara pribadi (persoonlijke), karena mana pemohon kasasi semula Tergugat IV tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagai Penjamin Utang (avalist) i.c. Tergugat I sendiri, belum mempunyai hak dan kewajiban hukum;

· Berdasar pertimbangan diatas, maka Majelsi MA memberi putusan:

MENGADILI:

· Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon;

· Membatalkan Putusan PT Medan No. 128/Pdt/1999/PT.Mdn yang membatalkan Putsuan PN Medan No. 35/POdt.G/1998/Pn.Mdn.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi:
Dalam Eksepsi : Menolak Elksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara :

· Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

· Menyatakan sita penyesuaian … dst … dst … dst. Adalah sah dan berharga;

· Menyatakan demi hukum, perbuatan Tergugatan II dan Tergugat III yang tidak membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah : “Perbuatan Cidera Janji” (atau wanprestasi);

· Menghukum Tergugat II dan III membayar hutangnya kepada Penggugat (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dengan seketika dan sekaligus sebesar Rp. 219.155.554.08 bunga 2,5%;

· Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi (Tergugat IV Konpensi) untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat I Konpensi PT. TJS, bukan Badan Hukum, karena belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RI;
3. Menyatakan hutang/kredit dalam PMK No. 506/CU/KRK/1991 dan AKta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 10 tersebut, bukan meerupakan hutang/kredit “Tergugat I Konpensi” i.c. PT. TJS;

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Tergugat IV Konpensi) tidak turut bertanggungjawab terhadap penulasan hutang/kredit dalam PMK No. 506/CU/KRK/1991 jo. Akta Notaris Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. 10 tanggal 3 Desember 1991;

5. Menyatakan penyerahan tanah 16.925 m2 terletak di Kodya Medan … dst, dalam “Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah”, 27 November 1991 … dst … dst, oleh “Penggugat Rekonpensi”/Tergugat IV Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebgai jaminan terhadapo pelunasan hutang/kredit Tergugat I Konpensi incasu PT. TJS , tidak mempunyai kekuatan hukum;
Menyatakan Akta Notaris No. 10 tanggal 3 Desember 1991 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap “Pengugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi”;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau Penggugat Konpensi supaya menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi surat surat berupa … dst … dst;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biayta perkara … dst …dst;

CATATAN

Abstrak Hukum yang dapat diangkat dari Putusan MA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

· BPD SUMUT selaku kreditur, memberikan pinjaman kredit kepada Perseroan Terbatas, PT. TJS sebagai Debitur diwakili oleh Direktur Utama dan Komisarisnya (Tergugat II dan III). Pinjaman kredit tersebut diberikan jaminan tanah milik pihak ketiga (Tergugat  IV) sebagai penjamin (avalist)


Karena Debitur tidak membayar lunas hutangnya tersebut (wanprestasi), maka tanggung jawab membayar hutang tersebut (persoonlijke) dan bukan menjadi tanggungjawab hukum dari PT. TJS , oleh karena PT. TJS sejak didirikan 1985 sampoai diterimanya pinjaman Bank tahun 1991 ternyata masih belum memperoleh pengesahan dari Dep. Kehakiman sebagai SUatu Badan Hukum;

· Akibat yuridis selanjutnya Penjamin (avalist) tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagai penjamin membayar hutang PT. TJS yang belum berstatus sebagai Badan Hukum tersebut;

· Demikian.

Ali Boediarto

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn, tanggal 21 Juli 1998;

Putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 128/Pdt/1999/PT.Md, tanggal 21 September 1999;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1436. K/Pdt/2001, tanggal 29 Januari 2004.
